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Menimbang

Mengingat

BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURANBUPATIKO~AWE
NOMOR~ TAHUN2r22

TENTANG

BIAYAPENUNJANGOPERASION~ !EPALA DAERAH
DANWAKILKEPALADIRAH

DENGANRAHMATTUHANYAN<llMAHAESA

BUPATIKONAWE,

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe
sehari-hari, perlu disediakan biaya penunjang operasional
Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentucr Pasal 8 huruf h dan Pasal
9 Ayat (2) huruf e peratUfan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Ke dukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepal Daerah, perlu mengatur
besaran biaya penunjang op rasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

c. bahwa berdasarkan prtimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan lurUf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Da rah;

1. Pasal 18 ayat (6) undang-U1dang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor ~3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L1mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah ter~ir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 te ang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573)
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3. Undang - Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nombr 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia I Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang _
Undang Nomor 9 Tahun 20j5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nom r 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (~mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 No~r 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nqmor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomdr 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepar Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan tmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor4028);

5. Peraturan Pemerintah Nom r 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik In onesia Nomor 4576).

6. Peraturan Pemerintah Nom r 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daer~( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nom r 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No or 4578).

7. Peraturan Pemerintah Nom r 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daer~1 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 No or 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 63 2);

8. Peraturan Menteri Dalam N[geri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan fr0duk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah ,I dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 T1un 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Da~fU Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan ljI"0dukHukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tlun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam N geri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kod fikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam N1geri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman penyusun~~ Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angga an 2022;

11. Peraturan Menteri Dalam N geri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis penrlOlaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun
2021 tentang Anggaran Pen apatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Tahun 2022 Nomor 2$3);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTI.>1NG BIAYA PENUNJANG
OPERASrONAL KEPALA DAERAH bANWAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 L
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deng :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bu~ati adalah Bupati Kabupaten

Konawe. 1
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil

Bupati Kabupaten Konawe. I
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaxrgselanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PADadalah pendapatan

yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribhsi Daerah, Perusahaan Milik
Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. t

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan k ajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut. I

7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya u~tuk mendukung pelaksanaan
tugas KepalaDaerah dan Waki!KepalaDaeral

BAB II
RUANG LlNGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, melip ti:
a. Penganggaran; dan
b. Penggunaan.
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BABIII
PENGGANGGARAIf

Pasal3 I
(1)Peny.ediaan Anggaran Biaya Penunjang Operasional bagi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah diberikan setiap Triwulan untuk mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil fepala Daerah.

(2)B.iaya Penunjang Operasional sebagaimanf dimaksud pada ayat (1),
dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khu1.us lainnya guna mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(3)Biaya Penunjang Operasional sebagaiman~ dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan klasifikasi PADKabupaten Kona'fe.

(4)Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalafn ayat (3) adalah diatas Rp.
50.000.000.000,- (lima puluh milyar r'fiah) sampai dengan Rp.
150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan ra1ing tinggi 0,40% (nol koma
empat puluh persen).

BABIV
PENGGUNAAN

Pasal4

Persentase Penggunaan Biaya Penunjang Operas onal bagi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah sebagai beriku t :
a. Persentase Biaya Penunjang Operasional bagi kepala Daerah adalah sebesar

60% (enam puluh persen) dari total anggaran biaya penunjang operasional
dalam 1 (satu) tahun anggaran; I

b. Persentase Biaya Penunjang Operasional bagf Wakil Kepala Daerah adalah
sebesar 40% (empat puluh persen) dari total anggaran biaya penunjang
operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran. I

pas15

(1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kefala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya
berdasarkan PADdengan tetap memperhatikt prinsip efisiensi, efektivitas,
kehematan dan dapat dipertanggungjawabk~:_

(2) Ketentuan mengenai penetapan Pengguna~ .j.tSiayaPenun~ang ~perasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di etapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Daerah.

PARAF ~OORDINA~I
p-R; _t



Pasal6

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerj dan Wakil Kepala Daerah
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan daj Belanja Daerah Kabupaten
Konawe.

BABVI I
KETENTUANPENUT0P

I
I

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 5
Tahun 2021 tentang Biaya Operasional Penunjang Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Dae ah Kabupaten Konawe Tahun
2021 Nomor 411), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

I
Pasal8 I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggaliiUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah~an Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

DitetapL di : Unaaha
Pada tifggal :I'()8AA1jQ.IL., 2022

IBUPA

I

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 1 ~AAI~"" 2022

KERr SAlF

I
ISEKRETARISDAERAH

KABUPA ONAWE,

DR.

ONGGOASA

BERITADAERAHKABUPATENKONAWETABUN2021 NOMOR: .6J..6
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